Menimbang

Mengingat

BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI BANTAENG,

bahwa untuk mengoptimalkan proses kerja yang efektif
dan efisien guna pencapaian tujuan dan kinerja
organisasi;

bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, dan
profesional, diperlukan sistem kerja antara Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan
Fungsional dan Pelaksana pada Pemerintah Kabupaten
Bantaeng;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7
Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi
pemerintah melakukan penyesuaian sistem kerja;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Sistem
Kerja.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG SISTEM KERJA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

o

Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;

Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Bantaeng;

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil
Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang
membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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(2)
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Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang
menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;

Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
organisasi yang menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai
tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi;

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah;

Pejabat Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publ,ik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah;
Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat
dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang
diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu;

Pejabat Penilai Kinerja atasan langsung dengan ketentuan paling rendah
pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan,;

Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pelaksana untuk melaksakan tugas tertentu di
bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai
dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE.

BAB II
SISTEM KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen untuk Aparatur Sipil Negara
dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi setelah
penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam
rangka penyederhanaan birokrasi.
Sistem Kerja digunakan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Mekanisme Kerja; dan
b. Proses Bisnis.
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Bagian Kedua
Mekanisme Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Mekanisme Kerja sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
terdiri atas:

-0 a0 o

kedudukan;

penugasan;

pelaksanaan tugas;

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
pengelolaan kinerja; dan

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Mekanisme Kerja sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
dilaksanakan dengan prinsip:

-0 a0 o

(1)

(2)

(5)

orientasi pada hasil,

kompetensi;

profesionalisme;

kolaboratif;

transparansi; dan

akuntabel.
Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 5

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas;

Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat
Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana;

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-
masing Perangkat Daerah;

Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dalam peta jabatan; dan

Struktur kedudukan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Paragraf 3
Penugasan

Pasal 6
Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana ditugaskan secara individu
dan/atau dalam tim kerja dengan mengutamakan profesionalisme,
kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau
keterampilan;
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan
Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berasal dari dalam satu
Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi, dan/atau lintas instansi
pemerintah; dan
Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi
dan/atau lintas instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana
yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi
pemilik kinerja.

Pasal 7
Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dilakukan melalui
penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan
langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana Kegiatan oleh
Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk
melaksanakan kinerja tertentu.
Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penugasan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana atas dasar
permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana untuk
melaksanakan kinerja tertentu.
Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat
dilakukan di dalam unit organisasi Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana bersangkutan dan lintas unit organisasi dalam instansi
pemerintah.
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat
Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi.
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti
penugasan tertulis yang berbentuk fisik dan/atau elektronik.

Pasal 8

Mekanisme penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
terdiri atas:

a. penunjukan dalam unit organisasi;

b. penunjukan lintas unit organisasi; dan

c. penunjukan lintas instansi pemerintah.

Pasal 9

Mekanisme penunjukan dalam unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a dilakukan langsung oleh Pimpinan Unit Organisasi.
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Pasal 10

Mekanisme penunjukan lintas unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.

pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirimkan surat
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana kepada
Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana dimaksud berada dengan tembusan Pejabat Penilai Kinerja
bersangkutan;

terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana kepada Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana dimaksud berada, memproses dan
menjawab permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana tersebut;

dalam hal Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana dimaksud berada menyetujui pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksana, maka berdasarkan rekomendasi dari Pimpinan
Unit Organisasi, Pejabat Penilai Kinerja menyusun surat penugasan
untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang
sesuai dengan kriteria yang disampaikan pemohon;

dalam hal Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana, maka Pejabat Penilai Kinerja tersebut
menjawab surat permohonan pelibatan disertai alasan; dan

pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 11

Mekanisme penunjukan lintas instansi pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.

pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih dahulu mengirimkan
surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
kepada PyB dengan tembusan Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan di
instansinya;

dalam hal Pejabat yang berwenang setuju atas permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
huruf a, PyB mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana tersebut kepada PyB instansi yang
dituju;

dalam hal surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana disetujui oleh PyB instansi yang dituju, PyB instansi yang
dituju menginstruksikan Pejabat Penilai Kinerja untuk menugaskan
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang bersangkutan sesuai
dengan kriteria yang dibutuhkan di dalam surat permohonan pelibatan;
berdasarkan instruksi PyB, Pejabat Penilai Kinerja dengan rekomendasi
Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana berada menjawab ketersediaan Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana yang bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan di
dalam surat permohonan pelibatan; dan
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e. jika Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana tersedia maka dilakukan

hal:

1. pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat jawaban permohonan
pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
yang ditugaskan kepada PyB. Apabila Pejabat yang berwenang
menyetujui, PyB mengirimkan surat jawaban permohonan kepada PyB
pemohon;

2. berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh PyB, maka Pejabat
Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi yang dituju menugaskan
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana sesuai daftar Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang ditugaskan untuk bekerja
sesuai pelibatan tersebut;

3. berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan maka Pimpinan Unit
Organisasi akan memberikan surat penugasan dan/atau bukti
penugasan secara tertulis untuk kemudian disampaikan kepada
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang ditugaskan dengan
tembusan PyB instansi bersangkutan, dan Pejabat yang berwenang
instansi pemohon; dan

4. pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 12

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan Pasal
11 huruf a minimal memuat:

a.

b.
c.

d.

maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana;

kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
yang ditugaskan; dan

durasi pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana.

Pasal 13

Pengajuan sukarela dalam Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan mekanisme:

a.

pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menyampaikan secara lisan
untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan kinerja tertentu kepada
Pimpinan Unit Organisasi;

dalam hal Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, maka Pimpinan Unit
Organisasi menugaskan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
untuk melaksanakan kinerja tertentu tersebut; dan

pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menerima surat penugasan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 14

Pengajuan sukarela lintas Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan mekanisme:

a.

Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menyampaikan surat
permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kinerja kepada
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pimpinan Unit Organisasi dituju dengan tembusan Pejabat Penilai Kinerja
dan Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan;

. dalam hal Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka Pejabat

Fungsional atau Pejabat Pelaksana menyampaikan surat permohonan
persetujuan yang telah disetujui oleh Pimpinan Unit Organisasi yang
dituju kepada Pejabat Penilai Kinerja dengan tembusan Pimpinan Unit
Organisasi bersangkutan;

dalam hal Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka kemudian
Pejabat Penilai Kinerja menyusun surat penugasan untuk menugaskan
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana untuk melaksanakan kinerja
yang berada di Pimpinan Unit Organisasi dituju; dan

Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Paragraf 4
Pelaksanaan Tugas

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana

dalam unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

dilakukan secara individu ataupun dalam tim kerja.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan secara individu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas dan
fungsi sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional masing-masing
atau uraian jabatan pelaksana yang diselaraskan dengan tugas, fungsi,
dan kinerja unit organisasi,

b.tugas dan fungsi jabatan fungsional dan uraian tugas jabatan
pelaksana yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana merupakan penjabaran atau turunan dari tugas, fungsi dan
kinerja unit organisasi; dan

c. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana memperhatikan:

1. arahan dan strategi kinerja Unit Organisasi;

2. target pencapaian kinerja Unit Organisasi; dan

3. keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana lain dalam unit organisasi.

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan ketentuan:

a. pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana dalam
tim kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat
Pelaksana dalam Unit Organisasi;

b. tim kerja melaksanakan tugas Unit Organisasi sesuai arahan dan
strategi Pimpinan Unit Organisasi;

c. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan
kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala
beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi untuk
diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;
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d. Pimpinan Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi secara berkala
pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja sebagai bahan input
pengambilan keputusan dan pemberian arahan pelaksanaan tugas dan
kegiatan tim kerja;

e. jilka diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja
berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan

f. koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pamantauan dan evaluasi tugas dan kegiatan tim kerja.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana

lintas unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

dilakukan dalam tim kerja.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam tim kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. dilakukan untuk pelaksanaan tugas yang memerlukan keterlibatan
dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas
unit organisasi;

b. dilakukan sesuai arahan dan strategi pimpinan unit organisasi pemilik
kinerja;

c. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan
kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala
beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi
pemilik kinerja untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

d. jika diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi dalam
menyelesaikan permasalahan dan kendala, tim kerja dapat
menyampaikan permasalahan dan kendala beserta alternatif
rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit Organisasi dimana
Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dimaksud berada untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-
masing;

e. jika diperlukan, tim kerja dapat melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan

f. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf e pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pamantauan dan evaluasi tugas dan
kegiatan tim kerja.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana

lintas instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

dilakukan dengan tim kerja.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam tim kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan
dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas
instansi pemerintah;

b.tim kerja lintas instansi pemerintah dapat dibentuk untuk
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai target kinerja Unit
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Organisasi pemilik kinerja pada instansi pemerintah pelaksana fungsi
atau untuk mendukung program strategis lintas instansi pemerintah;

c. dilakukan sesuai arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik
kinerja pada instansi pemerintah pelaksana fungsi atau arahan
pimpinan instansi pemerintah pelaksana fungsi;

d. dalam hal terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta alternatif rekomendasi pada instansi pemerintah
pelaksana fungsi untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

e. jika diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi atau lintas
instasi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala
dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala
beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit
Organisasi atau pimpinan instansi pemerintah dimana Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pelaksana dimaksud berada untuk
ditindaklajuti sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi atau
instansi pemerintah masing-masing;

f. jika diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan

g. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan
kegiatan tim kerja.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan tugas tim kerja, Pimpinan Unit Organisasi dapat
menunjuk salah satu Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana sebagai
ketua tim kerja berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi
dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit
Organisasi pemilik kinerja.

(3) Jumlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana

(1)

(2)

(3)

dalam tim kerja sesuai kebutuhan pencapaian kinerja.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 19

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana terdiri atas pertanggungjawaban secara individu dan/atau
pertanggungjawaban dalam tim kerja.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berperan sebagai

anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim; dan



(4)

(1)
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b. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berperan sebagai ketua
tim kemudian melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada
Pimpinan Unit Organisasi.

Pimpinan Unit Organisasi sewaktu-waktu berwenang untuk meminta

laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

Paragraf 6
Pengelolaan Kinerja

Pasal 20

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana baik yang

bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas:

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klasifikasi
ekspektasi;

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi
pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan
pengembangan kinerja pegawai;

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.

Paragraf 7
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 21
Setiap Perangkat Daerah mengutamakan layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE
yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja Perangkat Daerah.
Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi
umum berbagi pakai.

Pasal 22

Pimpinan Perangkat Daerah memastikan setiap Unit Organisasi
menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2).

Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
mendukung sistem kerja dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE
Perangkat Daerah.

Paragraf 8
Mekanisme Kerja pada Perangkat Daerah

Pasal 23

Bagan alur mekanisme kerja pada Perangkat Daerah serta format naskah
dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 21
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tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pejabat Penilai Kinerja, Pimpinan Unit Organisasi,
Ketua Tim, dan Anggota Tim

Paragraf 1
Tanggung Jawab Pejabat Penilai Kinerja

Pasal 24

Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja dalam pelaksanaan tugas tim kerja

atau individu meliputi:

a. menyusun dan menetapkan peta jalan (roadmap) dan rencana kerja
organisasi;

b. memastikan pelaksanaan dan fungsi organisasi sejalan dengan strategi
dan tujuan organisasi;

c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumber
daya yang optimal;

d. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; dan

e. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi
antar Unit Organisasi.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Pimpinan Unit Organisasi

Pasal 25

Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi dalam pelaksanaan tugas tim

kerja atau individu meliputi:

a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan,;

b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;

c. memberikan arahan terpadu, input, dan umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan;

d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar tim
dan individu; dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim dan
individu.

Paragraf 3
Tanggung Jawab Ketua Tim

Pasal 26
Tanggung jawab ketua tim dalam pelaksanaan tugas tim kerja meliputi:
a. menyusun rincian pelaksanaan tugas;
b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian,
dan/atau keterampilan,;
c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
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melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja
dan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan
pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana; dan

melaksanakan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar anggota
tim.

Paragraf 4
Tanggung Jawab Anggota Tim

Pasal 27

Tanggung jawab anggota tim dalam pelaksanaan tugas tim kerja meliputi:
a. menyusun rencana kerja individu;

b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan

c. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

(1)

(5)

Bagian Ketiga
Proses Bisnis

Pasal 28
Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b
penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Perangkat Daerah yang
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit
Organisasi.
Guna pelaksanaan Sistem Kerja, Perangkat Daerah melakukan perbaikan
dan pengembangan Proses Bisnis.
Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan evaluasi
dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur.
Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
terhadap:
a. peta sub proses;
b. peta relasi;
c. peta lintas fungsi; dan/atau
d. peta level 1 dan turunannya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peta proses bisnis
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan lain mengenai peran
koordinasi dan sub koordinasi akibat penyetaraan jabatan pada Perangkat
Daerah dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng

pada tanggal 30 September 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,
bk o Ol

ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 30 September 2024

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024 NOMOR 23

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG

SISTEM KERJA

BAGAN PENUGASAN DAN MEKANISME KERJA PEJABAT FUNGSIONAL
DAN PEJABAT PELAKSANA PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG

A. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng
1. Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

a. Bagan Penugasan
q SEKDA |

I |

ASISTEN SEKDA ASISTEN SEKDA
[
|

q KEPALA BAGIAN |
KELOMPOK JF &
PELAKSANA

b. Mekanisme Kerja

KEPALA BAGIAN

SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PEJABAT PENILAI KINERJA

Fhase

SEKDA

ASISTEM

KABAG

£ PELARIAMA
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2. Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

SEKDA

ASISTEN ASISTEN
SETDA SETDA

KELOMPOK JF
& PELAKSANA

KELOMPOK JF
& PELAKSANA

b. Mekanisme Kerja

ASISTEN SEBAGAI PEJABAT PENILAI KINERIA

Phaze|

e kn 1
dangerilsian
e

[ ———
memnjk Kabg

ASISTEN
[
&

P g
{pempusunan sencmaen

dan penetanan et
»y operaond

cmusbican

L] Tm m_@ﬁ @

E Yo rI;k

Mot ahan arshan Melskchan prasc R,
s il peituaten |F firts wit danbpkts il
Tichk

=

= —

: Menjesunrencana

£ poikusnamn

: Segistan dan +  Menpsn ncsen

ngaranunLi xﬂfi-‘-n‘.\.'|
PN Lt ::;E_u "

EH et - g

3 E : agatatin

£ < — :

=% Tegiatan v
- e e
22 +  Menpampicn hei
= pebkzann
— egisn

11 & PELAKSANA
|INDRIGU)|
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3. Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

KEPALA BAGIAN

KELOMPOK JF DAN

JABATAN
PELAKSANA

b. Mekanisme Kerja

KABAG SEBAGAI PEJABAT PENILAI KINERJA

Phase

Melimian Memb 31 dan manunpk Tl sk JF Merumskan
BTN 230 ra| K3 Timse gl Belinam dibawah s gz W auiz nrevdy
{penyuminandan penangEungwah knardnas Kt gl e niladan kine) - el
TR LRSI
penempanPE penampIEn N2 m
® Tim eqa ®

Indradu
*

KABAG

Membariian arahan| Meldkulan pres Mam besian arahan|
dancispagal paliman IFhnas dancipdns Tk
bnerg unit Enerp
s B I
2 o
E
Memberkan
é ¢ empsn reimend s
o rincan
ML 1N & pedaznan
i begamn
4z wglaandan [+ Membag
z32 aNFEARN Wk N a3
aE pencapan targt tm
A wnerp wple  Meldksnaan
35 kegamn
a4 E=1)
o 3 REFENCANEN
o

¢ Memampaiico
n bl
petksanzan
kegann

JF & PELAKSAN A
INDIVIDU |
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B. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng
1. Sekretaris DPRD sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

SEKRETARIS
DPRD

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

b. Mekanisme Kerja

Phase|
a
=
=
a
2 r"m:c'\'::f'm MenugsianlF dan Merumsian sl
E pebisana d bawah R pencapain
kenehinasiia 4
E S sl owdinasiiatag Tt esim
x oo
"
A ,é.h
tenindnady ¥ Itz unit 1
g
g T Melziuian
E penllain knega
= Indrd du Ta danmviu hasil
pebisanaan
om benias ha Moz i =]
hom besiian arahan| N promes Mo berkan aahan din -
Dol IF lreas o i
e hmna-) L- uni J e
—
|,
Mempgunrencng
aoEEInEn
; egaan dan j—
Pt anggnan UMk
g pencpabn targe n
5 knerp rekomndzs
w
¥ '+ Menyw o rencng
|| iegamn
; E *  Membagiparan
23 anggeratim
: ;S e Mebduion
2 legiztan seil
z2 pemnGan
£3 +  Mengampsion
<3 [P —
legaan
o
s -
3
43
iz
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=z
o
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2. Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

SEKRETARIS

DPRD

KEPALA KEPALA
BAGIAN BAGIAN

KELOMPOK JF
DAN
PELAKSANA

KELOMPOK JF
DAN
PELAKSANA

s

J

b. Mekanisme Kerja

KABAG SEBAGAI PEJABAT PENILAI KINERJA

Phase|

KABAG

KETLA TIM

{ANGGOTA TIM|

{INDIVID UL

JF & PELAKSANA JF B PELAKSANA,

C. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng
1. Inspektur Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

l INSPEKTUR

IRBAN SEKRETARIS

KELOMPOK JF

DAN PELAKSANA
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2. Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah /Inspektur Pembantu Bidang
Investigasi sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

IRBAM

SEKRETARIS

KELOMPOK JF DAM
PELAKSAMA

KELOMIPOK JF DA
PELAKSAMA,

b. Mekanisme Kerja

Phase
% Membagi dan lelakukan revis
= Melakukan menunjuk kabag L
X erencanaan kineri sebagai Menugaskan JF dan » dan penilaian
& Mulai P a est peleksana i bawah strategi pencapaian kinerja
2 {penyusunan dan penanggungjawab koordinasi kabag target operasional
z penetapan PK) pencapaian target
kinerja
a N
Tidak
~ |
z Menentukan Tim Kerja Merumuskan JF Menetapkan
< tim/individu L lintas unit Ketua Tim
4
5
= Melakukan
< . penilaian kinerja
& Indivics danreviuhasl e
~ . pelaksanaan
3 Memberikan arahan Melakukan proses Memberikan arahan dan kegiatan
dan ekspektasi pelibatan JF lintas ekspektasi target kineria
target kinerja unit P 8 0
Tidak
Menyusun rencana
pelaksanaan
2 kegiatan dan
= anggaran untuk .
S pencapaian target Memberikan
o kinerja rekomendasi
x
. Menyusun rencana
kegiatan
<Z( s o Membagi peran
g = anggota tim
¥ '<_( “»e  Melakukan
4 0 kegiatan sesuai
2o
=3 > perencanaan
o Z *  Menyampaikan
w hasil pelaksanaan
kegiatan
<
Z =
=]
)
if
&z
& =
e
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Pelaksana pada Dinas Kabupaten Bantaeng

1. Bagan Penugasan

a. Kepala Dinas Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG

KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

b. Sekretaris/Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

2. Mekanisme Kerja

Phase
g p— memnp s Menugsian|F dan s
=} RETENCIN N M) prrers)
{ pelimana d bawah
g {pemyumimandan penNERINGWRL
= penciapan P pencansan gt
anariy T
S

a Menentuian Merumesian JF

2 mindnads HmEey It unit wtckaluan

$ menkain knega

Z dane v hasil

z pefisanaan

E Indin Ya egtim

=

u
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Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Bantaeng
1. Bagan Penugasan
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran
sebagai Pejabat Penilai Kinerja

! KASATPOL PP

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF
DAN
PELAKSANA

b. Sekretaris/Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KASATPOL PP
SEKRETARIS l KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

2. Mekanisme Kerja

MEKANISME KERJA PADA SATPOL PP,PEMDAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN
Phase|
o
a Membagi dan \
3 Melakukan menunjuk kaba; elakukan revi
E - Jukkabag Menugaskan JF dan Merumuskan dan penilaian Ya Selesai
perencanaan kinerja sebagai " X . -
':( dan N pelaksana di bawah strategi pencapaian kinerja
by peny - :
§ penetapan PK) pencapaian target koordinasi kabag target operasional
kinerja ) Ya
/
[a) Menentukan . . Merumuskan JF Menetapkan
Q tim/individu Tim Kerja lintas unit Ketua Tim N.Iel.akuk.an .
§ penilaian kinerja
> dan reviu hasil
;2( pelaksanaan
[y Individu kegiatan
jm
4
~
b} .
H Memberikan arahan Me!akukan proses Memberikan arahan dan
dan ekspektasi pelibatan JF lintas . -
L N ekspektasi target kinerja
target kinerja unit
Tidal
Menyusun rencana
pelaksanaan
2 kegiatan dan
[ anggaran untuk .
g pencapaian target Memberikan
= kinerja rekomendasi
w
b4
e Menyusun rencana
™
kegiatan
<Z( § e Membagi peran
3 - anggota tim
é '<_( e Melakukan
=4 0 kegiatan sesuai
& o
] R perencanaan
>4 e Menyampaikan
w hasil pelaksanaan
kegiatan
<
Z -
=)
¢o
E
w
ez
&=
w
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Pelaksana pada Badan Kabupaten Bantaeng

1. Bagan Penugasan

a. Kepala Badan/Kepala Pelaksana Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KEPALA BADAN

KEPALA BIDANG

KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

KEPALA PELAKSANA PADA BPBD

KEPALA BIDANG

|

KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

b. Sekretaris/Kepala Bidang Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

SEKRETARIS

KEPALA BADAN
[ |
' KEPALA BIDANG
— S

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

" S

KEPALA PELAKSANA PADA BPBD

l—|—|

SEKRETARIS KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA
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2. Mekanisme Kerja

Phase
~ <Zt
<Z( % Memt?agi dan lelakukan revi
o ﬁ Melakukar.\ N menunjukk.abag Menugaskan JF dan Merumuskan dan penilaian Ya Selesai
< perencanaan kinerja sebagai . N . M-
o g dan X pelaksana di bawah strategi pencapaian kinerja
.o peny G Ny
§ s penetapan PK) pencapaian target koordinasi kabag target operasional |
>4 kinerja a
) Tidak
/ |
[a) Menentukan . Merumuskan JF Menetapkan
g tim/individu Tim Kerja lintas unit Ketua Tim M.elAakuk.an .
g penlla\ar? klner.Ja
> dan reviu hasil
E pelaksanaan
= Individu keglatan
jm}
4
>3
u Memberikan arahan Melakukan proses Memberikan arahan dan
dan ekspektasi pelibatan JF lintas ekspektasi target kineria
target kinerja unit P 8 L
Tidak
Menyusun rencana
pelaksanaan
2 kegiatan dan
= anggaran untuk .
5( pencapaian target Memberikan
[ kinerja rekomendasi
>3
e Menyusun rencana
kegiatan
‘2( s ¢ Membagi peran
g [ anggota tim
¥ < e Melakukan
<= N .
30 kegiatan sesuai
B9 b
I 2 e Menyampaikan
w hasil pelaksanaan
kegiatan
<
zZ_
j)
go
5>
55
&=
w

G. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada RSUD Kabupaten Bantaeng (Tipe B)
1. Bagan Penugasan
a. Direktur RSUD Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

DIRUT RS

WADIR RS WADIR RS

KELOMPOK IF &

PELAKSANA
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b. Wakil Direktur RSUD sebagai Pejabat Penilai Kinerja

DIRUT RS

WADIR RS WADIR RS

KELOMPOK IF
DAN
PELAKSANA

KELOMPOK IF
DAMN
PELAKSANA

c. Kepala Bagian/ Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja

DIRUT RS
KEPALA
BIDANG

KELOMPOK JF

KELOMPOK IF
DAN

DAN
PELAKSANA PELAKSANA
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2. Mekanisme Kerja

MEKANISME KERIA RSUD TIPE C DAN RSKDTIPE B

Phiase|

: 7
h_leh_hbnmm:‘l M;EMHMW‘WT;‘“ Menigaskan F den pelsbezna
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H. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada RSUD Kabupaten Bantaeng (Tipe D)

1. Bagan Penugasan

a. Direktur RSUD sebagai Pejabat Penilai Kinerja

DIREETUR RSUD

KEPALA
SUBBAGIAN
R3UD

KELOMPOK JIF
DAN
PELAKSANA

KEPALA SEKSI
RSUD
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b. Kepala Seksi/Kepala Subbagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja

DIRUT RSUD

KEPALA KEPALA SEKSI

SUBBAGIAN RSUD

RSUD

KELOMPOK JF

DAN PELAKSANA

KELOMPOK JF

DAN PELAKSANA

2. Mekanisme Kerja

wr

MEKANISME KERJA PADA RSUD

Phase
s Memibagidan h
ol boican reni
=2 B i v
z Mdakuhr} ) er_nIln_.llk I\'.'nub@' Men |g:|:h:r| JF dan Merurmuskan o g i v Sodsi
= perancanaan kinerja Kasi xsagai pelaicsa na o bawah s pencapsion Kineri
= {penysunan dan penanggungjawaly onrdinasi Kasubag) Lot goer aganl =
o peenetapan PK) pencpadian targe Kasi et o
kinaria ¥a
J Tickal
-
.

_ T K] Melakuican

(2] penilaian kinerja

é dan mewiu hasi

2 peelaksanaan

o Inefivichy kegiatan

g

bebexrribesr fcan arahan Ilelakukan proses N
Membearika: hian da
FEp— P et tonset s
taget kinerjp umit B ”
Tida
Menyusun rencana
pelalsansan

= kegiatan dan
= angga an untuk
g pencapaim tagst ety hn.
E i roorrendasi
a2

*  Mempsun rencana
peslabsa maan

kegiatan
- Mambagi peran
anggota tin
e Medabnuian
kegi atan sesuai
peasrancanaan

JF & PELAKSAR A
[MNGGOTA TIM)

- Manyampaikan
sl pedaksanaan
kegi atan

JF & PELAKSARA
[IMDIVIDUY
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Pelaksana pada Kecamatan Kabupaten Bantaeng

1. Bagan Penugasan

a. Camat Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

! CAMAT \

KEPALA
SUBBAGIAN

KELOMPOK JF
DAN
PELAKSANA

]

KEPALA SEKSI

b. Sekretaris Camat Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

SEKCAM

KEPALA
SUBBAGIAN

|
l KEPALA SEKSI

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

2. Mekanisme Kerja

Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat

MEKANISME KERJA PADA KECAMATAN

Phase
Membagi dan elakukan revi
=3 Melakukan menunjuk Kasubag/ Menugaskan JF dan dan penllalan va Selesal
= perencanaan kinerja Kasi sebagai pelaksana di bawah A ; pent
= h A strategi pencapaian kinerja
K] dan koordinasi Kasubag orges omoracional
penetapan PK) pencapaian target dan Kasi "get op
kinerja Ya
J Tidak-
= Menentukan Merumuskan JF Menetapkan
= ja
s tim/individu "Tim Kerj lintas unit Ketua Tim Melakukan
3 penilaian kinerja
g dan reviu hasil
E pelaksanaan
< i kegiatan
Individu
g
o Memberikan arahan Melakukan proses Memberikan arahan dan
dan ekspektasi pelibatan JF lintas ) n o
target kinetia it ekspektasi target kinerja
Tidal
Menyusun rencana
pelaksanaan
s kegiatan dan
= anggaran untuk )
< pencapaian target Memberikan
g Kinerja rekomendasi
]
Menyusun rencana
kegiatan
s Membagi peran
£ anggota tim
C= “»le  Melakukan
5 kegiatan sesuai
a o perencanaan
3 2 Menyampaikan
w < hasil pelaksanaan
kegiatan
<
z_
=]
go
==
83
=
w
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J. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Kelurahan Kabupaten Bantaeng
1. Bagan Penugasan
a. Lurah Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

LURAH

KEPALA KEPALA
SEKSI SEKSI

KELOMPOK
JF DAN
PELAKSANA )

KELOMPOK
JF DAN
PELAKSANA )

2. Mekanisme Kerja

-

MEKANISME KERJA PADA KELURAHAN

Phase

LU RaH

SEKRETARIS LURAH

it et ke

Mezmpusun rencana
peksanmn

g dan

-

Enggan umik

nencpsin tage Memberkan
ke relomendasi

KET LA TIM

IF B PELAKSANA
JANGGOTATIM]

JF B PELAKSANA
{INDIVIDU
i
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K. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Sekolah Kabupaten Bantaeng
1. Kepala Sekolah Sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

KEPALA SEKOLAH

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

b. Mekanisme Kerja

Phase
Melakukan Membagi dan menunjuk Menugaskan JF dan
perencanaan kinerja Ketua Tim sebagai pelaksana di bawah
(penyusunan dan penanggungjawab koordinasi Ketua Melakukan reviu
penetapan PK) pencapaian target kinerja Tim & penilaian Selesai
J kinerja
Tidak
%
Menentukan
el Tim/Individu Tim Kerja Menetapkan va
é Tldak Ketua Tim
) Melakukan
g 1 penilaian kinerja
Individu dan reviu
pelaksanaan
kegiatan
Memberikan arahan Melakukan proses
A Membrikan arahan dan
dan ekspektasi pelibatan JF lintas
~epe ekspektasi kinerja
kinerja unit S
Tidak
Menyusun rencana
pelaksanaan
s kegiatan dan
[ anggaran untuk
S pencapaian target
g kinerja Ya
> Menyusun
rincian
kegiatan
s Membagi
=z g
< FE peran anggota
3 >
3 = tim
=4 O — '
e h rekomendasi
a @ kegiatan
I = sesuai
w2 perencanaan
Menyampaika
1 nhasi
s pelaksanaan
4
<5 kegiatan
3
x 2
<>
w o
oz
o3 =
w
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L. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Puskesmas Kabupaten Bantaeng
1. Kepala Puskesmas Sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

KEPALA

PUSKESMAS

|

KELOMPOK JF DAN

PELAKSANA

b. Mekanisme Kerja

Phase
Melakukan Membagi dan menunjuk Menugaskan JF dan
perencanaan kinerja Ketua Tim sebagai pelaksana di bawah
(penyusunan dan penanggungjawab koordinasi Ketua Melakukan reviu
penetapan PK) pencapaian target kinerja Tim & penilaian Selesai
J kinerja
v Tidak
s o
Menentukan
&
o Tim/Individy Tim Kerja Menetapkan va
] Tldak Ketua Tim
z Melakukan
3 i penilaian kinerja
< Individu dan reviu
pelaksanaan
kegiatan
Memberikan arahan Melakukan proses
A Membrikan arahan dan
dan ekspektasi pelibatan JF lintas
~epe ekspektasi kinerja
kinerja unit S
Tidak
Menyusun rencana
pelaksanaan
s kegiatan dan
[ anggaran untuk
< pencapaian target
g kinerja Ya
> Menyusun
rincian
kegiatan
s Membagi
< F peran anggota
3 >
é '<_( tim
S o — .
e h rekomendasi
a @ kegiatan
I = sesuai
v perencanaan
Menyampaika
1 nhasi
<Z( pelaksanaan
<5 kegiatan
3
x 9
<>
w o
oz
&3 =
w
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M. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada UPT (Tipe A)
1. Kepala UPT Sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

KEPALA UPT

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JF
DAN PELAKSAN

b. Mekanisme Kerja

MEKANISME KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS TIPE A

K. Melakukan Membagi d juk bag
E Perencanaan kinerja TU dan KCasi sebagal

: i jawab: pencapian targat
2 pengtapan PE| kinerja I

[

Phase:

kar JF dar
pelaksana di hawah
Voardinasi Kasubag TU dan

Kasi

KASUBAG TL/KASE

Membaerikan arahan Melakukan proses Memberikan arahan dan
dan ekspeictasi knerja perlibatan JF fintas unit ekspedtasi kinerjn ey
L
Ss Memberikan
g rekomentiasi
Menpuian rencang
peaksanaan keglatan dan "
i pesrapajen (——" ;

3 tasget kinera a‘:::‘_"“ Meizian.
=F * Membag peran anggots
L= o
a g »  Meliksanskan kegitan
: sesusl porencanasn
e H s  Mesyamsaikan hasl

IF & T ELAK S N
SAG INDM DL




A. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada UPT (Tipe b)
1. Kepala UPT sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

b. Mekanisme Kerja

MEKANISME KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS TIPE B
Phase|
M::::ﬁ?" PMernbags den menunguk Ketua Tim Menugaskan IF dan
dw sehagsl penaggungawat pelaksana d bawah
1?;2!?;"“?“ pencapalan target kinerja koordinas! Ketua Tim £
reviu &
penilsan
kanerja

E

2 T g

g Bt = i tim

Tidek
e
Iafhidu l
Membirioen wahan Melakukan proses Memnerikan arakan dan
Bhn Ekapeitas kinery pestibatan JF lints unit ekspektasi kinerj
L

= -

ke Memberikan

&

5 * Menysun iean fehamendag

Memusunrencana s Meming o
% = . pencagaian £ Ha
2= Target kinesja g
< pesvrcasaun

§ & v Mengmpakan hast

o3 pefaksanaan kegatan

-3
]
£

]

i3
2z

€4
-z

£
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Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG

SISTEM KERJA

FORMAT NASKAH DINAS

A. FORMAT PENUGASAN MELALUI (Penunjukan dan/atau pengajuan

sukarela)

1. Format Surat Penunjukan Secara Individu Dalam Unit Organisasi

Jalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. xxxxxxxxxX Faks. XXXXXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKK

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT TUGAS
Nomor

1. Peraturan Bupati Bantaeng XxxXXxXxXxXXXXXXXXXXXX
2. dst.
MEMERINTAHKAN:
Nama :
Pangkat/gol
NIP
Jabatan

1. Melaksanakan tugas atasan dalam ini pemberi

perintah Tugas untuk melakukan tugas sebagai tim
xxxxxxxxxxX Tahun Anggaran XxxXXXXXXXXXX;
Surat Tugas ini berlaku pada tanggal XXXXXXXXXXX
hingga xxxxxxxx, dan hasil pelaksanaannya
dilaporkan setiap bulan;

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang

bersangkutan tetap harus memenuhi target
kinerjanya pada Badan = Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bantaeng.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Tembusan:
1. XXXXXXXXX;
2. Dst.

Nama Tempat, Tanggal
Jabatan xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX
Pangkat
Nip
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2. Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja untuk 1 Orang
(Lintas Unit Organisasi)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos XxXxxxxxxx
Telepon. XXXxxxXXXXX Faks. XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKXX

Jalan

Bantaeng, DD, MM YYYYY

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Permohonan Pelibatan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan xxxxxxxxx pada
Dinas/Badan/Bagian xxxxxxxxxx Tahun Anggaran xxxx, dengan ini kami
mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas nama :

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

Untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan
tersebut di atas dari tanggal xx sd xxx Maret 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu
diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:
1. XXXXXXXXX;
2. Dst.
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3. Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja lebih dari 1
Orang (Lintas Unit Organisasi)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. xxxxxxxxxx Faks. XXXXXXXXXXXKXXX

Jalan

Email: XXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKXX

Bantaeng, DD MM YYYY
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal : Permohonan Pelibatan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan xxxxxxxxx pada
Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami mengajukan Permintaan Anggota
Tim Kerja atas Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 (dua) Orang (daftar
terlampir) untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub
kegiatan tersebut di atas dari tanggal (dd mm yyyy) s/d (dd mm yyyy).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu
diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:
1. XXXXXXXXX;
2. Dst.
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4. Format Lampiran Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja lebih
dari 1 Orang (Lintas Unit Organisasi)

Lampiran

Surat Kepala xxxxxx Kabupaten Bantaeng

Nomor
Tentang

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIAJUKAN IZINNYA
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
XXXXXXXXXXXX TAHUN ANGGARAN XXXX

NO | Nama Jabatan Rencana Penugasan
Dalam Tim

1 D 6:0:0:0:0:0:0:0:0:0:¢ D 6:0:0:0:0:0:0:0:0:6:0:0:0:0:¢ Ketua Tim
Pembina
Nip

2 D 6:0:0:0:0:0:0:0:0:0:¢ D,6:0:0:0:0:0:0:0.0:0:0:0:0.0:¢ Sekretaris Tim
Penata
Nip

3 XXXXXXKXKXXXX XXXXKXKXKXXXXXXKKKXK Anggota Tim
Pengatur
Nip

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP
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5. Format Surat Jawaban Persetujuan Keterlibatan dalam Tim Kerja
(Lintas Unit Organisasi)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos XxxXxxxxxxx
Telepon. XXXxxXXXXX Faks. XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKKXXKXKXXXX

Jalan

Bantaeng, DD MM YYYY

Nomor

Sifat

Lampiran :

Hal : Jawaban Permintaan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara Nomor : xxxxx, Tanggal DD mmmm YYYY,
Hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada
Saudara bahwa pegawai atas nama:

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

Disetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub
kegiatan xxxxxxxxxxx dari tanggal (dd mm yyyy) s/d (dd mm yyyy).

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:

1. XXXXXXXXX;

2. Dst.
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6. Format Surat Jawaban Tidak Setuju terlibat dalam Tim Kerja (Lintas
Unit Organisasi)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx

Telepon. XXXxxXXXXX Faks. XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKXX

Bantaeng, DD MM YYYY

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Jawaban Permintaan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara Nomor : xxxxx, Tanggal DD mmmm YYYY,
Hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada
Saudara bahwa pegawai atas nama:

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

Tidak menyetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja
pelaksana sub kegiatan xxxxxxxxxxx setelah memperhatikan beban
kerjanya pada kegiatan xxxxxxxxxxx yang telah mencapai jumlah
maksimal.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:

1. XXXXXXXXX;

2. Dst.
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Surat untuk penugasan 1 orang (Lintas Unit Organisasi)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxXx Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. Faks.
Website:

Email:

Dasar

Kepada

Untuk

Demikian
mestinya.

Tembusan:

SURAT TUGAS
Nomor

1. Peraturan Bupati Bantaeng XxxxxXxXXXXXXXXXXXX
2. dst.

MEMERINTAHKAN:

Nama
Pangkat/gol
NIP

Jabatan

1. Melaksanakan tugas atasan dalam ini pemberi
perintah Tugas untuk melakukan tugas sebagai tim
xxxxxxxxxxxX Tahun Anggaran XxxxXXXXXXXXX;

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal XXXXXXXXXXX
hingga xxxxxxxx, dan hasil pelaksanaannya
dilaporkan setiap bulan;

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang
bersangkutan tetap harus memenuhi target
kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bantaeng

surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana

Nama Tempat, Tanggal
Jabatan xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX
Pangkat
Nip

1. XXXXXXXXX;

2. Dst.
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8. Format Surat untuk Penugasan lebih dari 1 orang (Lintas Unit

Organisasi)

Jalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx

Telepon. xxxxxxxxxxX Faks. XXXXXXXXKKKKXX

Email: XXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKKXXKXKXXXX

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT TUGAS
Nomor

. Peraturan Bupati Bantaeng XxxxxxXXXXXXXXXXXXX
. dst.

MEMERINTAHKAN:

Nama
Pangkat/gol
NIP

Jabatan
Nama
Pangkat/gol
NIP

Jabatan
Dst.

. Melaksanakan tugas atasan dalam ini pemberi

perintah Tugas untuk melakukan tugas sebagai tim
xxxxxxxxxxX Tahun Anggaran XxXXXXXXXXXXX;

Surat Tugas ini berlaku pada tanggal XXXXXXXXXXX
hingga =xxxxxxxx, dan hasil pelaksanaannya
dilaporkan setiap bulan;

. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang

bersangkutan tetap harus memenuhi target
kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bantaeng

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Tembusan:
1. XXXXXXXXX;
2. Dst.

Nama Tempat, Tanggal
Jabatan xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX
Pangkat
Nip
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9. Format Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja
(Lintas Unit Organisasi)

BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR XXXXXXXXXX

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXXXX
TAHUN ANGGARAN XXXX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG,

Menimbang DA, baRWa s ;
D, BANWA .o ;
c. dst
Mengingat S O PPN ;
e e eeeeeeeneeieeeneeteeieeneeaeeaeanaan ;
MEMUTUSKAN
KESATU : Membentuk Tim xxxxxx, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

Pengarah : Memberikan arahan dan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas tim

Penanggung : a. memberikan pertanggungjawaban

Jawab secara umum pelaksanaan

kegiatan;dan
b. melakukan kordinasi dalam hal
penentuan kebijakan pelaksanaan
tim.
KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Kerja xxxxxx dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan tugas Tim Kerja xxxxxxxxxx bersumber
pada APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran
XXXKXXX
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal,
Bupati Bantaeng,

Nama
Tembusan :
1. XXXXXXXXXXXX
2. dst
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SUB KEGIATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
XXXXX XX XXX XKXXXXXXXXXXXX
DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA

TAHUN ANGGARAN ....

Rencana Timeline Kegiatan
No | Nama/Pangkat/Nip | Jabatan Penugasan Uraian Tupoksi Minggu I / Triwulan I Minggu II / Minggu III / Minggu IV /
Dalam Tim Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 | XXXXXXXXXX Kepala Ketua Tim |- Mengkoordinir 1. Minggu pertama Minggu kedua | 1. Minggu ketiga Minggu
Pembina Bidang Kerja kegiatan telah telah telah keempat telah
Nip. XXXXXXXXKX | ceeveneneeeee |l e dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
- Melaporkan hasil |  ........... | s s
......... 2. Dst.iinni.. | DL A 2. Dst.iiinie. Dst...........
2 | XXXXXXXXXX Kepala Anggota Melaksanakan 1. Minggu pertama Minggu kedua |1.Minggu ketiga Minggu
Penata Tk.I Subbagian | Sekretariat kegiatan telah telah telah keempat telah
Nip. XXXXXXXXX | ceeeenenenenen Tim Kerja ~  |.ooiiiiiiiiiian. dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
2. Dst.ovinn Dst ..covennen. 2.Dst .o, Dst oocooviiiiinns
3 | XXXXXXXXXX Analis Anggota  Tim | Melaksanakan 1. Minggu pertama Minggu kedua | 1. Minggu ketiga Minggu
Penata Tk.I | ... Kerja kegiatan telah telah telah keempat telah
Nip. XXXXXXXXX | | e dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
2. Dst.ovin Dst .ooovennen. 2. Dst.ovininn. I DS AR

BUPATI BANTAENG

NAMA
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10. Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja untuk 1 orang
(Lintas Intansi Pemerintahan)
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxXx Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx

Telepon. Faks.
Email: Website:
Bantaeng, DD, MM YYYYY
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal : Permohonan Pelibatan
Anggota Tim Kerja

Yth, e s
di

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan xxxxxxxxx pada
Dinas/Badan/Bagian xxxxxxxxxx Tahun Anggaran xxxx, dengan ini kami
mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas nama :

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

Untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja sub kegiatan tersebut di
atas dari tanggal xx sd xxx Maret 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu
diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:
1. XXXXXXXXX;
2. Dst.
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11. Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja Lebih dari 1
Orang (Lintas Instansi Pemerintah)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. xxxxxxxxxx Faks. XXXXXXXXXXXKXXX

Jalan

Email: XXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKXX

Bantaeng, DD MM YYYY
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal : Permohonan Pelibatan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan xxxxxxxxx pada
Tahun Anggaran xxxx, dengan ini kami mengajukan Permintaan Anggota
Tim Kerja atas Pegawai Negeri Sipil sebanyak xx (xxxxx) Orang (daftar
terlampir) untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub
kegiatan tersebut di atas dari tanggal (dd mm yyyy) s/d (dd mm yyyy).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu
diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:
1. XXXXXXXXX;
2. Dst.
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12. Format Lampiran Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja Lebih

dari 1 Orang (Lintas Instansi Pemerintah)

Lampiran

Surat Kepala xxxxxx Kabupaten Bantaeng

Nomor
Tentang

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIAJUKAN IZINNYA
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
XXXXXXXXXXXX TAHUN ANGGARAN XXXX

NO | Nama Jabatan Rencana Penugasan
Dalam Tim

1 D 6:0:0:0:0:0:0:0:0:0:¢ D 6:0:0:0:0:0:0:0:0:6:0:0:0:0:¢ Ketua Tim
Pembina
Nip

2 D 6:0:0:0:0:0:0:0:0:0:¢ D,6:0:0:0:0:0:0:0.0:0:0:0:0.0:¢ Sekretaris Tim
Penata
Nip

3 XXXXXXKXKXXXX XXXXKXKXKXXXXXXKKKXK Anggota Tim
Pengatur
Nip

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP



47

13. Format Surat Jawaban Persetujuan Keterlibatan dalam Tim Kerja
(Lintas Instansi Pemerintah)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos XxXxxxxxxx
Telepon. XXXxxXXXXX Faks. XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKXX

Jalan

Bantaeng, DD MM YYYY

Nomor

Sifat

Lampiran :

Hal : Jawaban Permintaan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara Nomor : xxxxx, Tanggal DD mmmm YYYY,
Hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada
Saudara bahwa pegawai atas nama:

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

Disetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub
kegiatan xxxxxxxxxxx dari tanggal (dd mm yyyy) s/d (dd mm yyyy).

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:

1. XXXXXXXXX;

2. Dst.
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14. Format Surat Jawaban Tidak Setuju terlibat dalam Tim Kerja
(Lintas Instansi Pemerintah)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. XXXxxxXXXXX Faks. XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKXX

Jalan

Bantaeng, DD MM YYYY

Nomor

Sifat

Lampiran :

Hal : Jawaban Permintaan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara Nomor : xxxxx, Tanggal DD mmmm YYYY,
Hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada
Saudara bahwa pegawai atas nama:

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

Tidak menyetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja
pelaksana sub kegiatan xxxxxxxxxxx setelah memperhatikan beban
kerjanya pada kegiatan xxxxxxxxxxx yang telah mencapai jumlah
maksimal.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:

1. XXXXXXXXX;

2. Dst.
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15. Format Surat Penugasan untuk 1 Orang (Lintas Instansi Pemerintah)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. xxxxxxxxxx Faks. XXXXXXXXXXXKXXX

Jalan

Email: XXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKXX

SURAT TUGAS
Nomor

Dasar : 1. Peraturan Bupati Bantaeng XxxxxXxxXXXXXXXXXXXX
2. dst.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama
Pangkat/gol
NIP

Jabatan

Untuk : 1. Melaksanakan tugas atasan dalam ini pemberi
perintah Tugas untuk melakukan tugas sebagai tim
xxxxxxxxxxxX Tahun Anggaran XxXxXXXXXXXXXX;

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal xxXxXxXXXXXXXX
hingga xxxxxxxx, dan hasil pelaksanaannya
dilaporkan setiap bulan;

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang
bersangkutan tetap harus memenuhi target
kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bantaeng.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.
Nama Tempat, Tanggal
Jabatan xxxxxxxx
XXXXXXXXXXX
Pangkat
Nip
Tembusan:

1. XXXXXXXXX;
2. Dst.
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16. Format Surat Penugasan Lebih dari 1 Orang
(Lintas Instansi Pemerintah)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. XXXxxXXXXX Faks. XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKXXKKXXXX

Jalan

SURAT TUGAS
Nomor
Dasar : 1. Peraturan Bupati Bantaeng XxxxxxxXXXXXXXXXXXX
2. dst.
MEMERINTAHKAN:
Kepada : 1. Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan
2. Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan
3. Dst.

Untuk

. Melaksanakan tugas atasan dalam ini pemberi

perintah Tugas untuk melakukan tugas sebagai tim
xxxxxxxxxxX Tahun Anggaran XxXXXXXXXXXXX;

. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal XXXXXXXXXXX

hingga xxxxxxxx, dan hasil pelaksanaannya
dilaporkan setiap bulan;

. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang

bersangkutan tetap harus memenuhi target
kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bantaeng

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Tembusan:
1. XXXXXXXXX;
2. Dst.

Nama Tempat, Tanggal
Jabatan xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX
Pangkat
Nip
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17. Format Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja
(Lintas Instansi Pemerintah)

BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR XXXXXXXXXX

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXXXX
TAHUN ANGGARAN XXXX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :
1. XXXXXXXXXXXX
2. dst.

BUPATI BANTAENG,

A, DaANWA .o, ;
D, DARNWA ..o ;
c. dst.

N ;
OOt ;

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim xxxxxx, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

Pengarah : Memberikan arahan dan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas tim

Penanggung : a. memberikan pertanggungjawaban

Jawab secara umum pelaksanaan

kegiatan;dan
b. melakukan kordinasi dalam hal
penentuan kebijakan pelaksanaan
tim.
Pelaksanaan tugas Tim Kerja xxxxxx dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja.
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan tugas Tim Kerja xxxxxxxxxx bersumber
pada APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran
XXXKXKX
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal,
Bupati Bantaeng,

Nama
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DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA
),:9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9.9,9,9,9,9.9,9,9,9,9.9,¢

UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN ..o
TAHUN ANGGARAN ....

Rencana Timeline Kegiatan
No | Nama/Pangkat/Nip | Jabatan Penugasan Uraian Tupoksi Minggu I / Triwulan I Minggu II / Minggu III / Minggu IV /
Dalam Tim Triwulan 11 Triwulan III Triwulan IV
1 | XXXXXXXXXX Kepala Ketua Tim |- Mengkoordinir 1. Minggu pertama Minggu kedua | 1. Minggu ketiga | 1. Minggu
Pembina Bidang Kerja kegiatan telah telah telah keempat telah
Nip. XXXXXXXKKX | ceveveenenenee |l e dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
-  Melaporkan hasil |  ........... | s s
......... 2. Dst.oiiiini... | D) A 2. Dst.oeennni.. 2. Dst...........
2 | XXXXXXXXXX Kepala Anggota Melaksanakan 1. Minggu pertama Minggu kedua | 1. Minggu ketiga | 1. Minggu
Penata Tk.I Subbagian | Sekretariat kegiatan telah telah telah keempat telah
Nip. XXXXXXXXX | ceevenenennnen Tim Kerja ~  |.ooiiiiiiiian. dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
2. Dstooiiinin, Dst ..cooenenen. 2. Dst.oiiinnn. 2. Dst.iinni.
3 | XXXXXXXXXX Analis Anggota  Tim |Melaksanakan 1. Minggu pertama Minggu kedua | 1. Minggu ketiga | 1. Minggu
Penata Tk.I | ... Kerja kegiatan telah telah telah keempat telah
Nip. XXxxXxXXXXX | | e dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
2. Dstoiiii Dst..ooovenenen. 2. Dst.oiiinnn. 2. Dst.oiinnn

BUPATI BANTAENG,

NAMA
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18. Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja untuk 1 orang
(Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. XXXxxXXXXX Faks. XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXX

Jalan

Bantaeng, DD, MM YYYYY
Nomor
Sifat
Lampiran :
Hal : Permohonan Pelibatan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan xxxxxxxxx pada
Dinas/Badan/Bagian xxxxxxxxxx Tahun Anggaran xxxx, dengan ini kami
mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas nama :

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

Untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja sub kegiatan tersebut di
atas dari tanggal xx sd xxx Maret 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu
diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:
1. XXXXXXXXX;
2. Dst.
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19. Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja lebih dari 1
orang (Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx

Telepon. xxxxxxxxxxX Faks. XXXXXXXXKKKKXX

Email: XXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKXX

Bantaeng, DD MM YYYY
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal : Permohonan Pelibatan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan xxxxxxxxx pada
Tahun Anggaran xxxx, dengan ini kami mengajukan Permintaan Anggota
Tim Kerja atas Pegawai Negeri Sipil sebanyak xx (xxxxx) Orang (daftar
terlampir) untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub
kegiatan tersebut di atas dari tanggal (dd mm yyyy) s/d (dd mm yyyy).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu
diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:
1. XXXXXXXXX;
2. Dst.
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20. Format Lampiran Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja Lebih
dari 1 Orang (Pengajuan Sukarela)

Lampiran

Surat Kepala xxxxxx Kabupaten Bantaeng

Nomor
Tentang

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIAJUKAN IZINNYA
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
XXXXXXXXXXXX TAHUN ANGGARAN XXXX

NO | Nama Jabatan Rencana Penugasan
Dalam Tim

1 D6:0.0:0:0:0:0:0:0:0:¢ D6:0:0:0:0:0:0:0:0:¢:9:0:0.0:¢ Ketua Tim
Pembina
Nip

2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXKXXKXXKKXKXXX Sekretaris Tim
Penata
Nip

3 D 6:0/0:0:0:0:0.0:0:0:¢ D:16:0:0:0:0:9:0:0:0:0:0:0:0:0:9:¢ Anggota Tim
Pengatur
Nip

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP
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21. Format Surat Jawaban Persetujuan terlibat dalam Tim Kerja
(Pengajuan Sukarela)

NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. Faks.
Email: XXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKKXXKXKXXXX

Jalan

Bantaeng, DD MM YYYY

Nomor

Sifat

Lampiran :

Hal : Jawaban Permintaan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara Nomor : xxxxx, Tanggal DD mmmm YYYY,
Hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada
Saudara bahwa pegawai atas nama:

Nama
Pangkat
NIP

Jabatan

Disetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub
kegiatan xxxxxxxxxxx dari tanggal (dd mm yyyy) s/d (dd mm yyyy).

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:

1. XXXXXXXXX;

2. Dst.
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22. Format Surat Jawaban Tidak Setuju terlibat dalam Tim Kerja
(Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. XXXxxxXXXXX Faks. XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKXX

Jalan

Bantaeng, DD MM YYYY

Nomor

Sifat

Lampiran :

Hal : Jawaban Permintaan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara Nomor : xxxxx, Tanggal DD mmmm YYYY,
Hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada
Saudara bahwa pegawai atas nama:

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

Tidak menyetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja
pelaksana sub kegiatan xxxxxxxxxxx setelah memperhatikan beban
kerjanya pada kegiatan xxxxxxxxxxx yang telah mencapai jumlah
maksimal.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:

1. XXXXXXXXX;

2. Dst.
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23. Format Surat Penugasan untuk 1 orang (Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. Faks.
Website:

Email:

SURAT TUGAS
Nomor

Dasar : 1. Peraturan Bupati Bantaeng XxxxxXxxXXXXXXXXXXXX
2. dst.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan

Untuk : 1. Melaksanakan tugas atasan dalam ini pemberi

perintah Tugas untuk melakukan tugas sebagai tim

xxxxxxxxxxxX Tahun Anggaran XxxxXXXXXXXXX;

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal XXXXXXXXXXX
hingga xxxxxxxx, dan hasil pelaksanaannya

dilaporkan setiap bulan;

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang
bersangkutan tetap harus memenuhi target
kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Bantaeng.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.
Nama Tempat, Tanggal
Jabatan xxxxxxxx
XXXXXXXXXXX
Pangkat
Nip
Tembusan:

1. XXXXXXXXX;
2. Dst.
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24. Format Surat Penugasan lebih dari 1 Orang (Pengajuan Sukarela)

Jalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor x Bantaeng, Kode Pos xxxxxxxxx
Telepon. XxxxxxxxxXX Faks. XXXXXXXXKXXXXK

Email: XXXXXXXXXXXXKXXXXXX Website: XXXXXXXXXXXXXXXKKXXKXKXXXX

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT TUGAS
Nomor

. Peraturan Bupati Bantaeng XxxxxxXXXXXXXXXXXX
. dst.

MEMERINTAHKAN:

Nama
Pangkat/gol
NIP

Jabatan
Nama
Pangkat/gol
NIP

Jabatan
Dst.

. Melaksanakan tugas atasan dalam ini pemberi

perintah Tugas untuk melakukan tugas sebagai tim
xxxxxxxxxxX Tahun Anggaran XxXXXXXXXXXXX;

. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal XXXXXXXXXXX

hingga =xxxxxxxx, dan hasil pelaksanaannya
dilaporkan setiap bulan;

. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang

bersangkutan tetap harus memenuhi target
kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bantaeng

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Tembusan:
1. XXXXXXXXX;
2. Dst.

Nama Tempat, Tanggal
Jabatan xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX
Pangkat
Nip
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25. Format Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja
(Pengajuan Sukarela)

Menimbang

Mengingat

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

& =
IS
=

BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR XXXXXXXXXX

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXXXX
TAHUN ANGGARAN XXXX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG,

A, baNWa ..o, ;
D, DanNWa ..o ;
c. dst.
N ;
e et eeeeeeeeeeeeeeaeaaeeieeeeareaeaaean ;
MEMUTUSKAN

Membentuk Tim xxxxxx, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

Pengarah Memberikan arahan dan melakukan
pengawasan terhadap  pelaksanaan
tugas tim

Penanggung : a. memberikan pertanggungjawaban

Jawab secara umum pelaksanaan

kegiatan;dan
b. melakukan kordinasi dalam hal

penentuan kebijakan pelaksanaan

tim.
Daftar penugasan dan jadwal pelaksanaan Tim xxxx
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum
dalam lampiran II dan lampiran III Keputusan ini.
Pelaksanaan tugas Tim Kerja xxxxxx dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja.
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
tugas Tim Kerja xxxxxxxxxx bersumber pada APBD
Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran XxxXxXxXxX
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliriuan didalamnya akan diadakan
perbaikian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal,
Bupati Bantaeng,

Nama

1. XXXXXXXXXXXX

2. dst.
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LAMPIRAN XXX
KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA
),:9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9.9,9,9,9,9.9,9,9,9,9.9,¢
DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN ...t
TAHUN ANGGARAN ....

Rencana Timeline Kegiatan
No | Nama/Pangkat/Nip | Jabatan Penugasan Uraian Tupoksi Minggu I / Triwulan I Minggu II / Minggu III / Minggu IV /
Dalam Tim Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 | XXXXXXXXXX Kepala Ketua Tim |- Mengkoordinir 1. Minggu pertama | 1. Minggu kedua | 1. Minggu ketiga Minggu
Pembina Bidang Kerja kegiatan telah telah telah keempat telah
Nip. XXXXXXXXX | ceveenenenenen |l e dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
-  Melaporkan hasil | ... | s s
......... 2. Dst.iiiiiinnen. 2. Dst ..o, 2. Dst.oiinnnnnn. Dst ...........
2 | XXXXXXXXXX Kepala Anggota Melaksanakan 1. Minggu pertama | 1. Minggu kedua | 1. Minggu ketiga Minggu
Penata Tk.I Subbagian | Sekretariat kegiatan telah telah telah keempat telah
Nip. XXXXXXXXK | ceevenenennnn Tim Kerja =~ |...cooiiiiiiiiinini. dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
2. Dstoiiiiiiiins 2. Dst.ooenis 2. Dst..oonini | DX AR
3 | XXXXXXXKXX Analis Anggota Tim | Melaksanakan 1. Minggu pertama | 1. Minggu kedua | 1. Minggu ketiga Minggu
Penata Tk.I | ...l Kerja kegiatan telah telah telah keempat telah
Nip. XXXXXXXXX | | s dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
2. Dstoiiiiinn, 2. Dst..ooinis 2. Dst.ooiini | DX AP

BUPATI BANTAENG,

NAMA




LAMPIRAN XXX

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA
),:9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9.9.9,9,9,9.9.9,9,0,0.¢

DAFTAR PENUGASAN TIM BAGIAN ORGANISASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN XXXX

NO

JABATAN
DALAM TIM

NAMA

TUGAS

PENGAWAS

Nama
Pangkat
Nip.

. menentukan pelaksanaan tugas

dalam bentuk Tim/Individu;

. memberikan arahan dan ekspektasi

kinerja;

. memfasilitasi penugasan lintas

bagian /unit kerja/perangkat
daerah, dan atau lintas instansi
pemerintah;

. melakukan koordinasi pelaksanaan

tugas tim;

. melakukan monitoring dan evaluasi

secara berkala;

. memberikan rekomendasi penilaian

ketua tim dan anggota kepada
pejabat penilai kinerja.

KETUA TIM

Nama
Pangkat
Nip

. menyusun rencana kegiatan

sebagai pedoman  pelaksanaan
tugas;

. melakukan fasilitasi koordinasi dan

konsultasi terkait tatalaksana
pemerintahan;

. melakukan fasilitasi

sosialisas/bimtek terkait
tatalaksana pemerintahan;

. melakukan koordinasi dan

konsultasi dengan biro organisasi
terkait tatalaksana pemerintahan;

. mengkoordinasikan dan menyusun

rancangan produk hukum,
penetarapan peraturan atau
pengaturan bidang tatalaksana
pemerintahan;

ANGGOTA

Nama
Pangkat
Nip

. melakukan fasilitasi koordinasi dan

konsultasi terkait Peta Proses Bisnis
dan SOP;
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. melakukan koordinasi dan

konsultasi terkait terkait peraturan
perundang-undangan yang
mengatur tentang Peta Proses
Bisnis dan SOP;

. menyusun peraturan/kebijakan

terkait penyusunan Peta Proses
Bisnis dan SOP;

. melakukan rapat internal terkait

penyusunan Peta Proses Bisnis dan
SOP;

. melakukan rapat internal terkait

penyusunan Tata Naskah Dinas
dan Pakaian Dinas;

Nama
Pangkat
Nip

. melakukan fasilitasi koordinasi dan

konsultasi terkait Peta Pelayanan
Publik;

. melakukan koordinasi dan

konsultasi terkait terkait peraturan
perundang-undangan yang
mengatur tentang Peta Pelayanan
Publik;

. menyusun peraturan/kebijakan

terkait penyusunan Peta Pelayanan
Publik;

. melakukan rapat internal terkait

penyusunan Inovasi;

BUPATI BANTAENG,

NAMA




LAMPIRAN XXX
KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR XXXXXXXXXXX
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
),9,9,0,9.9,9.9,9.0.9.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0,¢
JADWAL SUB KEGIATAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS TAHUN XXXX
JADWAL

PEB | MAR | APR

AKTIVITAS

O\ U] A W| N

BUPATI BANTAENG,

NAMA

Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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